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ABSTRAK 
 
 
FAHRIL FUAD AKKAS (B 111 10 319), dengan judul “TINDAK PIDANA 
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN 
KEMATIAN (Analisis Putusan NO. 132/Pid.B/2013/PN.Skg)”. Di bawah 
bimbingan Bapak H. M. Said Karim, selaku Pembimbing I dan Bapak 
Kaisaruddin Kamaruddin selaku Pembimbing II.  
 
Jenis penelitian skripsi ini adalah deskriptif kualitatif di mana data 
yang diperoleh mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
yang mengakibatkan kematian (analisis putusan No. 
132/Pid.B/2013/PN.Skg) dideskripsikan kemudian dianlisis dengan 
pendekatan yuridis normatif. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan hukum 
pidana materiil yang dilakukan oleh Hakim terhadap tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian telah tepat 
menurut hukum. Di mana dari dakwaan subsidair alternatif dari Penuntut 
umum, hakim dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan menyatakan 
bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang 
dirumuskan dalam pasal 365 ayat 4 KUHP, yakni terkait tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. Dengan 
terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal 
365 ayat 4 tersebut kemudian majelis hakim memutuskan perkara 
tersebut dengan menjatuhkan pidana selama 8 tahun kepada terdakwa 
sesuai dengan tuntutan penuntut umum.  
Kendati Majelis Hakim telah tepat dalam menerapkan hukum materiil 
dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan, Majelis Hakim dalam 
pertimbangan hukumnya lebih berat kepada pertimbangan yuridis dan 
tidak mempertimbangkan aspek non yuridis seperti pertimbangan 
psikologis, yakni pertimbangan tentang keadaan psikologis terdakwa saat 
melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
mengakibatkan kematian.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia sebagai makhluk sosial, pada hakikatnya tidak dapat 
hidup sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Atas dasar itu, maka 
setiap individu senantiasa melakukan hubungan interaksi dengan 
sesamanya demi untuk mencapai tujuan hidupnya. Dalam melakukan 
hubungan interaksi sosial ini, tidak jarang terjadi adanya benturan 
kepentingan antara satu individu dengan individu yang lain, sehingga 
melahirkan konflik. Bahkan tidak jarang pula adanya perampasan hak 
orang lain secara paksa yang dilakukan oleh individu tertentu. Olehnya itu, 
agar kepentingan tersebut tidak saling bertabrakan satu sama lain dan 
melahirkan konflik, serta tidak terjadi perbuatan yang semena-mena 
(merampas hak orang lain) maka hukum hadir untuk mengatur hal 
tersebut. 
Kehadiran (kaidah) hukum di dalam kehidupan sosial pada 
dasarnya untuk membentuk prilaku individu (subjek hukum) agar bertindak 
seusai dengan nilai yang digariskan oleh hukum itu sendiri. Hal ini 
dimaksudkan agar tercipta suatu tatanan sosial yang tertib, aman dan 
tentram. Namun demikian, keberadaan kaidah hukum di dalam kehidupan 
sosial tidak selamanya menggerakan individu (subjek hukum) untuk 
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bertindak sebagaimana selayaknya. Sehingga masih terbuka lebar 
kemungkinan bagi individu untuk bertindak yang tidak sesuai dengan 
kaidah hukum tersebut. Saat individu (subjek hukum) bertindak tidak 
sesuai (bertentangan) dengan apa yang digariskan dalam kaidah hukum, 
maka saat itu telah terjadi suatu perbuatan atau tindakan melawan hukum 
(onrechtmatige daad), baik perbuatan melawan hukum bidang 
keperdataan maupun dalam hukum pidana yang biasa disebut dengan 
tindak pidana (strafbaar feit). 
Perbuatan melawan hukum (tindak pidana), dewasa ini semakin 
menunjukkan titik yang memprihatinkan. Pasalnya, tindak pidana tidak 
hanya terjadi di ruang-ruang yang lebih luas seperti lingkungan sosial, 
berbangsa dan bernegara, melainkan juga telah terjadi di dalam ruang 
keluarga. Selain itu, tindak pidana juga di era kontemporer ini terjadi tidak 
hanya dilatar belakangi motif balas dendam, sakit hati dan lain-lain 
sebagaimana umumnya yang terjadi, melainkan juga biasanya dilatar 
belakangi oleh motif ekonomi. 
Tindak pidana yang terjadi dengan motif ekonomi, dewasa ini 
bahkan cukup marak terjadi dibanding dengan motif yang lain. Maraknya 
tindak pidana semacam ini, menurut hemat penulis dilatar belakangi oleh 
beberapa hal, di antaranya adalah krisis ekonomi, pesatnya pertumbuhan 
penduduk yang tidak berbanding lurus dengan ketersediaan lapangan 
kerja, serta libido konsumsi yang tinggi dari masyarakat kontemporer yang 
disebabkan oleh hegemoni kapitalisme. Dengan kata lain, masyarakat 
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kontemporer mengkonsumsi bukan lagi atas dasar kebutuhan, melainkan 
untuk konsumsi itu sendiri (konsumsi telah menjelma menjadi kebutuhan 
itu sendiri). Alhasil, kondisi masyarakat yang telah terjangkit oleh virus 
konsumerisme semacam ini senantiasa merasa tidak puas dengan apa 
yang dimilikinya. Keadaan-keadaan semacam ini kemudian memicu 
individu-individu tertentu (yang memiliki moralitas yang buruk) nekat untuk 
melakukan suatu perbuatan melawan hukum meskipun hal tersebut 
diketahuinya sebagai tindakan melawan hukum demi untuk memuaskan 
libido konsumsinya tersebut. 
Terlepas dari berbagai motif yang melatar belakangi berbagai 
macam tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan di atas, negara 
sebagai sebuah entitas besar yang memiliki kekuasaan atas individu 
memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk menindaki perbuatan 
tersebut (melakukan penegakkan hukum) demi terciptanya ketertiban dan 
ketentraman di dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Di 
dalam menegakan hukum tersebut, negara—melalui institusi yang 
berwenang atas itu—tentunya harus pula mengikuti prosedur hukum yang 
ada (hukum formil/hukum acara). Hal ini dimaksudkan, selain agar proses 
penegakkan hukum materiil berjalan dengan lancar, juga dimaksudkan 
agar negara tidak semena-mena terhadap pelaku tindak pidana (hak asasi 
pelaku tindak pidana tetap terlindungi). 
Adapun institusi yang berwenang untuk melakukan penegakkan 
hukum materiil—terkhusus pada penilaian apakah subjek hukum tertentu 
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benar-benar melakukan suatu tindak pidana atau tidak—adalah 
kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan 
peradilan yang berada di bawahnya. Kewenangan tersebut sebagaimana 
yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ayat 2 
yang berbunyi “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 
militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi”. 
Baik Mahkamah Konstitusi, maupun Mahkamah Agung serta empat 
lingkungan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung, masing-
masing memiliki kewenangan tersendiri hubungannya dengan jenis 
perkara tertentu. Kewenangan tentang jenis perkara bagi masing-masing 
lingkungan peradilan tersebut, di dalam hukum disebut dengan 
kewenangan absolut (mutlak) yang dibedakan dengan kewenangan relatif. 
Dari keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah 
Agung, yang berwenang untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan 
oleh masyarakat umum adalah lingkungan peradilan umum. 
Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa meskipun kaidah 
hukum telah menggariskan prilaku yang ajeg bagi subjek hukum di dalam 
kehidupan sosial, tetap saja memungkinkan terjadinya perbuatan 
melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dalam hukum pidana disebut 
dengan tindak pidana (strafbaar feit). Bahkan sebagaimana yang telah 
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dikemukakan pula di atas, tindak pidana yang cukup marak terjadi era 
kontemporer ini adalah tindak pidana dengan motif ekonomi. Atas dasar 
tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tindak pidana yang terjadi 
dengan motif ekonomi tersebut, khususnya tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian yang terjadi di Kota 
Sengkang pada tanggal 26 Maret 2013 yang telah diadili dan telah 
melahirkan putusan Nomor: 132/Pid.B/2013/PN.SKG. Fokus penelitian 
penulis terkait kasus ini adalah putusan pengadilan, yakni Putusan No. 
132/Pid.B/2013/PN.SKG. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, Penulis 
merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dalam putusan  No. 
132/Pid.B/2013/PN.SKG tentang tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan yang mengakibatkan kematian? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam 
menjatuhkan putusan No. 132/Pid.B/2013/PN.Skg tentang kasus 
pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: 
1. Untuk mengetahui penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan No. 132/Pid.B/2013/PN.SKG tentang tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat 
sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
kontribusi dalam hal pengembangan ilmu hukum itu sendiri, 
khususnya dalam pengkajian penerapan hukum materiil terhadap 
pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
mengakibatkan kematian. 
2. Manfaat praktis: 
a. Masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 
kepada masyarakat umum tentang penerapan hukum materiil 
terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
mengakibatkan kematian. 
b. Akademisi. Bagi akademisi, hasil peneitian ini diharapkan dapat 
menjadi acuan (referensi) dalam penelitian-penelitian lanjutan 
(advanced research) mengenai tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan yang mengakibatkan kematian. 
c. Praktisi Hukum, khususnya advokat dan hakim serta aparat 
pengadilan lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi 
pedoman dalam penerapan hukum materiil terhadap pelaku tindak 
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pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan 
kematian. 
  
8 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana  
1. Pengertian tindak pidana  
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar feit”, di 
dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan 
mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu 
sendiri. Strafbaar feit biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal 
dari bahasa latin, yakni delictum. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, 
delik diartikan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. 
Berdasarkan rumusan tersebut, delik (strafbaar feit) memuat beberapa 
unsur, yakni: suatu perbuatan manusia, perbuatan itu dilarang dan 
diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan perbuatan itu 
dilakukan oleh seseorang yang dipertanggungjawabkan. 
Meskipun istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari 
“strafbaar feit”, namun strafbaar feit itu sendiri oleh beberapa ahli hukum 
pidana menerjemahkannya berbeda-beda. Perbedaan dalam 
menerjemahkan istilah “strafbaar feit” ini menurut hemat penulis 
disebabkan oleh tidak adanya makna yang tepat untuk menerjemahkan 
kata “strafbaar feit” tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia. 
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Atas dasar ini, sehingga lahir berbagai macam terjemahan strafbaar feit. 
Setidaknya ada tiga macam terjemahan strafbaar feit yang digunakan oleh 
para ahli hukum pidana, yakni Perbuatan pidana, Peristiwa Pidana dan 
tindak pidana. 
Mulyatno (Teguh Prasetyo,2010:46) menerjemahkan istilah 
“strafbaar feit” dengan perbuatan pidana. Menurutnya, perbuatan pidana 
menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang 
menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya 
dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata 
“perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat 
berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain 
itu, menurut Mulyatno (Teguh Prasetyo, 2010:46), kata “perbuatan” lebih 
menunjuk pada sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif 
(yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), tetapi 
dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya 
diharuskan oleh hukum). 
Selain pengertian perbuatan pidana, strafbaar feit juga oleh para 
ahli hukum mengartikannya sebagai “peristiwa pidana”. Istialah “peristiwa 
pidana” pertama kali dikemuakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, SH 
dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” 
pernah digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Sementara 1950, 
yaitu dalam pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah 
“peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat 
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ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh 
karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan 
bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam. 
Sementara itu, arti ketiga yang sering digunakan untuk mengartikan 
istilah strafbaar feit adalah tindak pidana. Istilah tindak pidana untuk 
menerjemahkan strafbaar feit diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq 
Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang-
Undang tindak pidana khusus, misalkan: Undang-Undang tindak pidana 
korupsi, Undang-Undang tindak pidana narkotika dan lain-lain. Istilah 
tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan 
gerak-gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang 
untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak berbuatnya dia, dia telah 
melakukan tindak pidana. 
Selain beberapa pengertian strafbaar feit di atas yang beraneka 
ragam terjemahannya di dalam diskursus hukum Indonesia, terdapat pula 
pengertian strafbaar feit yang dikemukakan oleh para pakar hukum di 
antaranya adalah sebagai berikut: 
a) J.E Jonkers (Bambang Poernomo, 1982:91) membagi atas dua 
pengertian yaitu: 
 Definisi pendek memberikan pengertian: strafbaarfeit adalah suatu 
kejadian (feit) yang dapat di ancam dengan hukuman pidana 
dalam undang-undang. 
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 Definisi panjang atau lebih mendalam memberikan pengertian 
“strafbaarfeit” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum 
berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang 
dapat dipertanggung jawabkan. 
b) Pompe  (Bambang  Poernomo, 1982:91) membagi atas dua 
pengertian yaitu : 
 Definisi menurut teori memberikan pengertian “strafbaarfeit” 
adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang di lakukan karena 
kesalahan si pelanggar dan di ancam dengan pidana untuk 
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahtraan 
umum. 
 Definisi menurut hukum positif merumuskan pengertian 
“strafbaarfeit” adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan 
perundang-undangan di rumuskan sebagai perbuatan yang dapat 
dihukum. 
c) Sementara itu, Simons (P.A.F Laminating, 1997: 18) memberikan 
pengertian sebagai berikut: 
“Strafbaarfeit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah di 
lakukan dengan sengaja ataupun di lakukan dengan tidak sengaja 
oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 
tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai 
suatu tindakan yang dapat di hukum.” 
 
d) Sementara Van Hamel (P.A.F Laminating,1997:18): 
“strafbaarfeit adalah suatu serangan atau ancaman 
terhadap hak-hak orang lain.” 
 
e) R. Soesilo (1981:6) menerjemahkan strafbaar feit sebagai berikut : 
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“tindak pidana sebagai istilah delik atau peristiwa pidana atau 
perbuatan yang dapat di hukum yaitu sebagai suatu perbuatan 
yang di larang atau di wajibkan oleh undang-undang yang apabila 
di lakukan atau di abaikan, maka orang yang melakukan atau 
mengabaikan akan di ancam dengan pidana.” 
 
Dari beberapa penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 
strafbaar feit di dalam diskursus hukum, khususnya di Indonesia 
diterjemahkan oleh para pakar hukum berbeda-beda satu sama lain. 
Kendati berbeda dalam menerjemahkannya, namun pada dasarnya 
pengertian masing-masing dari terjemahan strafbaar feit tersebut tidak 
memiliki perbedaan yang substantif. Dari semua penjabaran di atas pula, 
pengertian strafbaar feit (perbuatan pidana, peristiwa pidana dan tindak 
pidana) secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan, dimana 
perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia (subjek hukum) dan perbuatan 
tersebut dilarang oleh hukum disertai sanksi berupa pidana bagi yang 
melanggarnya, selain itu, tindak pidana dapat pula berupa perbuatan 
pasif, yakni suatu sikap tidak berbuat, sementara Undang-Undang 
(hukum) mengharuskan untuk berbuat. 
Meskipun istilah yang digunakan berbeda-beda dan merujuk 
kepada makna yang secara substantif sama, Penulis dalam penelitian ini 
lebih memilih menggunakan istilah “tindak pidana”. Hal ini karena selain 
para pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah 
tindak pidana, secara sosiologis juga, istilah tindak pidana tersebut sudah 
dapat diterima dan tidak asing lagi di dengar oleh masyarakat. 
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2. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Adapun unsur tindak pidana menurut doktrin, terdiri dari unsur 
subjektif dan unsur objektif. Leden Marpaung (2006:9) mengemukakan 
unsur-unsur tersebut sebagai berikut: 
a) Unsur Subjektif  
Merupakan unsur yang berasal dari diri perilaku. Asas hukum pidana 
menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (An act does 
not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reurn 
mens sit rea). Kesalahan yang di maksud disini adalah kesalahan yang di 
akibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan kealpaan 
(schuld/culpa). 
b) Unsur Objektif 
Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas : 
1) Perbuatan manusia berupa: 
 Act yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif 
 Omissions yakni perbuatan pasif atau perubahan negatif, 
yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan. 
2) Akibat (result) perbuatan manusia 
Akibat tersebut nmembahayakan atau merusak, bahkan 
menghilangkan kepentingan-kepentingan yang di pertahankan 
oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 
kehormatan dan sebagainya. 
3) Keadaan-keadaan (circumstances)  
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Pada umumnya keadaan ini di bedakan antara lain : 
 Keadaan pada saat perbuatan di lakukan  
 Keadaan setelah perbuatan di lakukan  
 Sifat dapat di hukum dan sifat melawan hukum 
 Sifat dapat di hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 
membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum 
adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni 
berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik tersebut 
merupakan satu kesatuan, salah satu unsur saja tidak terbukti, bisa 
menyebabkan terdakwa di bebaskan dari pengadilan. 
Selain unsur tindak pidana yang dijelaskan di atas, menurut Teguh 
Prasetyo (2010:48-49), unsur tindak pidana terdiri atas dua, yakni: 
a) Unsur objektif. 
Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di 
mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari: 
1) sifat melanggar hukum. 
2) kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri 
di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau 
keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan 
terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP. 
3) kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
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b) Unsur subjektif. 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang 
dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala 
sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri: 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 
ayat (1) KUHP. 
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya. 
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 
KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. 
5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP. 
Sedangkan unsur tindak pidana menurut Meolyatno (Teguh 
Prasetyo, 2010:50) adalah sebagai berikut: 
a. Kelakuan dan akibat (perbuatan). 
b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan. 
c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Maksudnya adalah 
tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seseorang terdakwa telah 
dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi 
pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya 
lalu diberatkan. 
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d. Unsur melawan hukum objektif, yaitu unsur melawan hukum yang 
menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai 
perbuatan. 
e. Unsur melawan hukum subjektif, yaitu unsur melawan hukum terletak 
di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada 
pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud”. 
Selain unsur-unsur tindak pidana yang diuraikan di atas, berikut beberapa 
pendapat para pakar mengenai unsur-unsur tindak pidana : 
a. Satochid Kartanegara (Leden Marpaung, 2005:10) 
Unsur delik terdiri dari atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur 
objektif adalah unsur yang terdapat dalam diri manusia yaitu : 
1) Suatu tindakan  
2) Suatu akibat 
3) Keadaan 
Kesemuanya di larang dan di ancam dengan hukuman oleh undang-
undang. Adapun unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan 
yang dapat berupa : 
1) Kemampuan yang dapat di pertanggungjawabkan 
2) Kesalahan 
b. Vos (Adami Chazawi, 2005:80): 
Unsur tindak pidana adalah: 
1) Kelakuan manusia  
2) Di ancam dengan pidana  
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3) Dalam peraturan perundang-undangan 
c. Jonkers (Adami Chazawi,2005:81) 
Unsur tindak pidana adalah: 
1) Perbuatan (yang) 
2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan) 
3) Kesalahan 
Dari semua uraian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh 
para pakar hukum di atas, maka penulis menyimpulkan unsur-unsur tindak 
pidana sebagai berikut: 
a. Unsur objektif, yakni unsur yang melekat di luar diri pelaku tindak 
pidana. Unsur ini meliputi: 
1) Sifat melanggar hukum yang diancam pidana 
2) Kualitas subjek hukum. 
3) kausalitas, yakni hubungan antara perbuatan sebagai sebab 
dengan keadaan sebagai akibat. 
b. Unsur subjektif, yakni unsur yang melekat pada diri si pelaku tindak 
pidana. Unsur ini meliputi: 
1) Kesalahan, baik disebabkan oleh kesengajaan atau 
ketidaksengajaan (dolus atau culpa). Hal ini erat hubungannya 
dengan alasan pemaaf dan alasan pembenar. Dalam arti unsur ini 
akan terpenuhi jika tidak ada alasan pemaaf bagi pelaku tindak 
pidana. 
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2) kemampuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini 
menyangkut keadaan si pelaku, apakah dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Jika tidak 
dapat mempertanggungjawabkannya (ada alasan pemaaf; 
misalkan sakit ingatan), maka pelaku tindak pidana tidak dapat 
dipidana. 
B. Pencurian  
1. Pengertian Pencurian  
Kata “pencurian” berasal dari kata “curi” mendapatkan awalan “pe” 
dan akhiran “an”. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata 
“curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, 
biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti pencurian adalah 
proses, cara, perbuatan dalam mengambil milik orang lain. 
Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya 
secara umum di rumuskan dalam pasal 362 KUHP, yakni: 
“Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau 
sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimliki secara 
melawan hukum, di ancam karena pencurian, dengan pidana 
penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp. 
900,00”. 
 
Dari redaksi pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka sangatlah jelas 
makna atau pengertian pencurian, yakni suatu tindakan mengambil 
barang milik orang lain, disertai dengan niat untuk memilikinya secara 
melawan hukum. Atas perbuatan seperti ini, maka seseorang 
dikategorikan melakukan tindak pidana pencurian yang dapat dikenakan 
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sanksi pidana berupa pidana penjara maksimal 5 tahun atau sanksi 
pidana berupa dengan paling banyak Rp. 900,-. 
2. Jenis Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP 
a. Pencurian biasa 
Pencurian biasa pada hakikatnya merupakan pencurian yang 
bersifat umum, tanpa unsur pemberatan maupun unsur peringanan. 
Mengenai pencurian biasa ini dirumuskan di dalam pasal 362 KUHP yaitu: 
“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau 
sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang 
tersebut dengan cara melawan hukum, di pidana karena pencurian 
dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun atau denda 
setinggi-tingginya Rp. 900,00.-“ 
 
b. Pencurian dengan pemberatan 
Ketentuan umum mengenai perumusan pengertian pencurian 
dengan pemberatan di atur dalam paal 363 KUHP dan pasal 365 KUHP. 
Mengenai hal ini pasal 363 KUHP anatara lai menyebutkan : 
1) Di ancam dengan pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 
(tujuh) tahun : 
a) Pencurian ternak  
b) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan , bencana banjir, 
gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam-
kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, 
pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau bencana 
perang; 
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c) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman 
atau pekerangan yang tertutup dimana terdapat rumah kediaman 
dilakukan oleh orang yang ada di disitu tanpa setahu atau 
bertentangan dengan kehendak yang berhak; 
d) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama 
e) Pencurian yang untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau 
untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan 
jalan membongkar (braak), mematahkan (verbreeking)atau 
memanjat (inkliming) atau memakai anak kunci palsu, perintah 
palsu atau pakaian jabatan palsu. 
2) Jika pencurian tersebut pada no. 3 disertai dengan salah satu hal 
tersebut pada no. 4 dan 5 maka di jatuhi pidana penjara selama-
lamanya 9 tahun. 
c. Pencurian Ringan  
Pencurian ringan ini berbeda macam dengan pencurian lainnya, 
misalnya: pencurian dengan unsur-unsur pemberatan (gequalificeerd 
diefstall ). Sebab pasal pencurian barang-barang yang nilainya sangat 
rendah (yaitu semula hanya untuk barang yang tidak bernilai lebih dari 
Rp.25.00,-) orang tak seberapa merasa sifat jahat perbuatannya. Misalnya 
karena merasa haus setelah kerja di terik matahari maka di ambillah 
sebuah mangga atau kelapa dari halaman seorang tetangga. Oleh karena 
itu ancaman pidananya hanya minimum 3 bulan penjara atau denda 
setinggi-tingginya Rp. 60.00.- 
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Namun dengan perkembangannya waktu, maka harga barang-
barangnya naik, hingga praktis hampir tidak ada barang yang harganya 
kurang dari Rp.25,00,- tersebut menjadi Rp 250,00,- dan sejalan dengan 
itu ancaman pidana denda dalam KUHP di naikkan 15 kali. 
d. Pencurian Dengan Kekerasan  
Pencurian dengan kekerasan ini, di dalam KUHP di atur secara 
detail dalam Pasal 365, yakni: 
1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian 
yang di dahului, di sertai atau di ikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan 
atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, 
untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau 
tetap menguasai barang yang di curinya: 
2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun: 
a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah 
atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam 
kereta api atau trem yang sedang berjalan. 
b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu.  
c) Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak 
atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah 
palsu atau pakaian jabatan palsu. 
d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat 
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3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka di kenakan pidana penjara 
paling lama 15 tahun 
4) Di ancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan 
mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang 
atau lebih dengan bersekutu, pula di sertai oleh salah satu hal yang di 
terangkan dalam no. 1 dan 3. 
3. Unsur –Unsur Tindak Pidana Pencurian 
Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa suatu 
perbuatan dapat dikualifikasi sebagai sebuah tindak pidana, ketika 
perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah 
dituangkan di dalam aturan perundang-undangan. Demikian pula halnya, 
suatu perbuatan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana pencurian ketika 
memenuhi unsur-unsurnya. Mengenai unsur-unsur tindak pidana 
pencurian ini dimuat secara umum di dalam BAB XXII KUHP. Adapun 
mengenai unsur-unsur tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut: 
1) Unsur-unsur objektif berupa: 
a) Unsur perbuatan mengambil (wegnemen). 
Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan 
mengambil barang. Kata “mengambil” (wegnemen) dalam arti 
sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, 
memegang barangnya, dan mengalihkan ke lain tempat. 
23 
Dari adanya unsur perbuatan yang di larang mengambil ini 
menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana 
formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif perbuatan 
materil yang di lakukan dengan gerakan-gerakan yang di sengaja. 
Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian  di 
arahkan pada suatu benda , menyentuhnya, memegang, dan 
mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat 
lain atau dalam kekuasaanya. Unsur pokok dari perbuatan 
mengambil harus ada perbuatan aktif, di tujuakan pada benda dan 
berpindahnya kekuadaan benda ke dalam kekuasaannya. 
berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat di rumuskan 
sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan 
membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata 
dan mutlak. 
b) Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata 
adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, 
yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya 
suatu perbuatan pencurian yang sempurna. 
c) Unsur benda  
Pada objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam 
Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 
KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend 
goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek 
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pencurian apabila telah terlepas dari benda bergerak. Benda 
bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini 
sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang bergerak 
adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau 
dapat di pindahkan (pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda 
yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya 
tidak dapat berpindah atau di pindahkan, suatu pengertian lawan 
dari benda bergerak. 
d) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. 
Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup 
sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. 
Contohnya sepeda motor milik bersama yaitu milik A dan B, yang 
kemudia A mengambil dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan 
tetapi bila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam 
kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian 
yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372 KUHP). 
2) Unsur-Unsur Subjektif berupa: 
a) Maksud untuk memiliki  
Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama 
maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), 
berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur 
memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat di bedakan dan di pisahkan 
satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik 
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orang lain itu harus di tujukan untuk memilikinya, dari gabungan 
dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana 
pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya 
hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan 
alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan 
perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur 
pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu 
unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri 
atau untuk di jadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan 
dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan 
mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak 
(sikap batin) terhadap barang itu untuk di jadikan sebagai 
miliknya. 
b) Melawan hukum 
Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu 
maksud memiliki itu di tujukan pada melawan hukum, artinya ialah 
sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia 
sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu 
adalah bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka 
unsur melawan hukum di maksudkan kedalam unsur melawan 
hukum  subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan 
dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan 
dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti 
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kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di 
belakangnya. 
4. Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan 
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dalam KUHP 
dijelaskan di dalam pasal 365. Adapun bunyi pasal 365 KUHP tersebut 
adalah: 
1. Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun, pencurian 
yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan 
atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, 
untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau 
tetap menguasai barang yang di curinya: 
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun: 
a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah 
atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan atau dalam 
kereta api atau trem yang sedang berjalan. 
b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu.  
c) Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak 
atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah 
palsu atau pakaian jabatan palsu. 
d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat 
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3. Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka di kenakan pidana penjara 
paling lama 15 tahun 
4. Di ancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika perbuatan 
mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang 
atau lebih dengan bersekutu, pula di sertai oleh salah satu hal yang di 
terangkan dalam no. 1 dan 3. 
Dari uraian pasal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan terdapat klasifikasi 
berdasarkan cara pencurian itu terjadi serta lamanya ancaman pidana 
bagi pelaku tindak pidana. Selain itu, berdasarkan uraian di atas dapat 
diuraikan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara 
umum sebagai berikut: 
1. Unsur Objektif: 
a. Unsur perbuatan mengambil. Perbuatan mengambil ini adalah 
perbuatan yang secara formil telah dijelaskan oleh Undang-
Undang (KUHP) sebagai perbuatan melanggar hukum. 
b. Unsur berpindahnya kekuasaan sebuah benda secara mutlak dan 
nyata. Hal ini sebagai syarat selesainya perbuatan mengambil. 
c. Unsur benda. Benda yang dimaksud disini adalah benda yang 
dijelaskan dalam KUHPerdata. 
d. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Unsur ini 
dimaksudkan bahwa benda tersebut tidak hanya berada dalam 
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penguasaan orang lain, melainkan juga adalah milik orang lain 
sebagian atau seluruhnya. 
e. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan. Hal ini erat hubungannya dengan unsur 
subjektif (yang melekat pada diri pelaku tindak pidana). Dengan 
kata lain tindakan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan atau 
mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, 
untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, 
atau tetap menguasai barang yang di curinya. 
2. Unsur subjektif: 
a. Unsur maksud untuk memiliki. Maksud ingin memiliki ini sudah ada 
saat benda tersebut hendak dimiliki. Maksud ini pula merupakan 
persoalan batin. Olehnya itu maksud untuk memiliki ini hanya 
dapat diketahui dengan perbuatan lahir yang dilakukan oleh 
seseorang dalam menguasai benda milik orang lain tanpa alasan 
pembenar. 
b. Unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum ini yaitu maksud 
memiliki itu di tujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum 
bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah 
mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah 
bertentangan dengan hukum. Karena alasan inilah maka unsur 
melawan hukum di maksudkan kedalam unsur melawan hukum  
subjektif. 
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Dari uaraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur 
mendasar yang harus terpenuhi untuk tindak pidana pencurian 
dikualifikasi sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah 
unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah 
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan 
melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang 
yang di curinya. 
C. Penyertaan (Deelneming) 
Secara umum penyertaan dapat di artikan sebagai suatu perbuatan 
(tindak pidana) yang di lakuakan lebih dari satu orang. Kata penyertaan 
(deelneming) berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu 
seseorang lain melakukan tindak pidana. 
Menurut Adami Chazawi (2005:71) mengartikan penyertaan 
sebagai berikut: 
“Pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya 
orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan 
melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu 
tindak pidana.” 
 
Dasar hukum penyertaan telah diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 
KUHP. Ketentuan pidana dalam pasal 55 KUHP menurut rumusannya 
berbunyi : 
1. Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu: 
a. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut 
melakukan. 
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b. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan 
kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman 
atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau 
keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan 
orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan. 
2. Mengenai mereka yang di sebutkan terakhir ini, yang dapat di 
pertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan 
yang dengan sengaja telah mereka gerakkan untuk di lakukan oleh 
orang lain, berikut akibat-akibatnya. 
Sedangkan ketentuan pidana dalam pasal 56 KUHP menurut 
rumusannya berbunyi: 
1. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam 
melakukan kejahatan tersebut. 
2. Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-
sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan 
tersebut. 
D. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana 
Kata pidana berasal dari kata straf (Belanda), yang pada dasarnya 
dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja 
dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti melakukan 
suatu tindak pidana. Menurut Moelyatno (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 
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2005:1) istilah hukuman yang berasal dari kata straf, merupakan suatu 
yang konvensional. Moelyatno menggunakan istilah yang inkonvensional, 
yakni pidana. 
Menurut Andi Hamzah (2008: 27), ahli hukum Indonesia 
membedakan hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda 
dikenal dengan istilah straf. Istilah hukuman adalah istilah umum yang 
dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah perdata, 
administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan 
secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. 
Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran 
hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya penambahan 
penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja 
ini pula yang menjadi pembeda penting antara hukum pidana dengan 
hukum yang lainnya. 
Menurut Van Hamel (P.A.F. Lamintang, 1984: 34) pidana adalah 
suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh 
kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara 
sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang 
pelanggar,yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar 
suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara. 
Sementara itu, menurut Simons (P.A.F Lamintang, 1984:35) pidana 
artinya suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah 
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dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu 
putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah. 
Tidak jauh berbeda dengan pandangan para ahli di atas, Ted 
Honderich (Muhammad Taufik Makarao, 2005:18) menjelaskan pidana 
sebagai suatu penderitaan dari pihak yang berwenang sebagai hukuman 
(sesuatu yang meliputi pencabutan dan penderitaan) yang dikenakan 
kepada seorang pelaku karena sebuah pelanggaran. 
Sementara itu, Saleh (Waluyadi, 2009:3), mengartikan bahwa yang 
di maksud dengan pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berjudul suatu 
nestapa yang sengaja di timpakan negara pada pembuat delik. 
Uraian tentang pidana yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di 
atas, nampak bahwa pidana pada dasarnya merupakan sebuah nestapa 
atau penderitaan yang dikenakan pada pelaku tindak pidana. Pemberian 
nestapa (penjatuhan pidana/pemidaan) kepada pelaku tindak pidana ini di 
dalam teori keilmuan hukum pidana pada dasarnya bertujuan tidak 
semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada pelaku tindak pidana 
sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Setidaknya ada tiga teori 
pemidaan yang berkembang saat ini, yakni teori absolut (pembalasan). 
teori relatif (teori tujuan) dan teori gabungan. 
Teori absolut memandang bahwa penjatuhan pidana (pemidanaan) 
kepada pelaku tindak pidana pada dasarnya berorientasi untuk 
memberikan pembalasan kepada pelaku tindak pidana sekaligus agar 
memenuhi kepuasaan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat. 
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Sementara itu, teori relatif memandang pemidanaan tidak semata-mata 
berorientasi pada pembalasan, melainkan berorientasi pada penegakkan 
tata tertib hukum di dalam masyarakat. Dengan kata lain, pemidanaan 
dimaksudkan untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan 
agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Pandangan seperti ini 
sebagaimana yang dikemukakan oleh Hulsman (Muladi dan Barda 
Nawawi Arif, 2005: 9) bahwa hakikat pidana adalah menyerukan tata tertib 
(tot de orde reopen); pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan 
utama, yakni untuk mempengaruhi tingkah laku (gedragsbeinvloeding) 
dan penyelesaian konflik (conflictoplossing). 
Selain dua padangan teori di atas tentang pemidanaan, teori yang 
kini banyak dianut oleh Negara-negara di dunia adalah teori gabungan, 
yakni sebuah teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori 
relatif dalam pemidanaan. Menurut teori ini, pemidanaan pada dasarnya 
untuk memberikan pembalasan  dan demi untuk pertahanan tata tertib 
hukum di masyarakat. Teori gabungan ini terbagi atas dua, yakni: 
pertama, teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi 
pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan 
cukup untuk dapat dipertahankan tata tertib di masyarakat. Kedua, teori 
gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi 
penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada 
perbuatan yang dilakukan terpidana. 
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Dari semua uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pidana 
adalah suatu akibat yang lahir atas sebuah pelanggaran terhadap hukum 
yang dijatuhkan oleh yang berwenang (Negara) kepada seorang yang 
terbukti melakukan sebuah tindak pidana dengan maksud selain untuk 
memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana juga untuk 
mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat. 
2. Jenis-Jenis Pidana 
 Jenis-jenis pidana pada dasarnya merupakan bentuk pidana yang 
dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana sesuai dengan tindak pidana 
yang dilakukannya. Mengenai jenis-jenis tindak pidana ini di dalam hukum 
pidana di Indonesia di atur secara umum di dalam pasal 10 KUHP yang 
terdiri atas: 
a. Pidana Pokok terdiri atas: 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara  
3. Pidana kurungan  
4. Pidana denda 
5. Pidana tutupan  
b. Pidana Tambahan 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barag-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim 
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E. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan putusan 
Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yakni dasar dan 
timbang, kata dasar dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok 
atau pangkal. kata timbang berarti tidak berat sebelah, sama berat dan 
pertimbangan artinya pendapat (baik atau buruk). Dengan demikian, dasar 
pertimbangan dapat diartikan sebagai titik atau pangkal acuan dalam 
berpendapat/menilai baik atau buruknya sesuatu. Sedangkan kata hakim 
secara etimologis berasal dari bahasa Arab Hakam. Hakim yang berarti 
maha adil; maha bijaksana, sehingga secara fungsional diharapkan 
mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus 
sengketa. 
Menurut Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan 
kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau 
pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang 
dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Dengan demikian, dasar 
pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai dasar/pokok bagi hakim 
dalam menilai baik buruknya suatu perbuatan seseorang sehingga 
dengan itu hakim dapat melahirkan putusan yang adil (tidak berat 
sebelah) dengan tentunya memperhatikan hal-hal yang dapat 
meringankan atau memberatkan pelaku. 
Adapun mengenai pertimbangan hakim tersebut, di dalam keilmuan 
hukum dikenal teori pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 
pidana adalah sebagai berikut: 
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1. Pertimbangan yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
di dasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan 
dan oleh undang-undang telah di tetapkan sebagai hal yang harus  di 
muat di dalam putusan. pertimbangan yang bersiifat yuridis di 
antaranya adalah: 
a) Dakwaan jaksa penuntut  
b) Tuntutan pidana  
c) Keterangan saksi 
d) Keterangan terdakwa  
e) Barang-barang bukti 
f) Pasal dalam undang-undang pencurian 
2. Pertimbangan non yuridis 
Disamping pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam 
menjatuhakan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non 
yuridis. Pertimbangan non yuridis bersifat sosiologis, psikologis, 
kriminologis dan filosofis, aspek sosiologis berguna untuk mengkaji 
latar belakang sosial mengapa seorang terdakwa melakukan suatu 
tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi 
psikologis pada saat terdakwa melakukan tindak pidana, sedangkan 
aspek kriminologis di perlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang 
terdakwa melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta 
perilaku terdakwa melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim 
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di harapkan dapat memberikan putusan yang adil sesuai dengan 
kebutuhan hukum. 
F. Dasar Pemberatan dan Peringanan Pidana 
1. Dasar Pemberatan Pidana  
Pola pemberatan pidana merupakan bagian dari pola pemidanaan. 
Menurut Barda Nawawi Arif (1996:167-168), pola pemidanaan merupakan 
pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-
undang, yang dibedakan dengan pedoman pemidanaan bagi hakim dalam 
menjatuhkan pidana. Pola pemidanaan (termasuk pola pemberatan 
pidana) pada dasarnya merupakan suatu gejala yang tersirat dari 
ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan tindak pidana dalam 
perundang-undangan, yang dengannya dapat diketahui kehendak 
pembentuk undang-undang berkenaan dengan jumlah dan jenis pidana 
yang seyogyanya dijatuhkan terhadap seorang pembuat tindak pidana. 
Dengan demikian, pola pemberatan pidana adalah pedoman (yang telah 
digunakan) pembentuk undang-undang dalam menentukan pemberatan 
pidana. 
Pemberatan pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua 
kategori. Pertama, dalam kategori umum pemberatan pidana yang diatur 
dalam aturan umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan 
pola yang seragam misalnya pemberatan karena adanya perbarengan, 
baik karena concursus idealis, concursus realis maupun voortgezette 
handeling (sekalipun terdapat tekhnik pemberatan yang berbeda satu 
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sama lain). Dalam hal ini ancaman yang dapat ditentukan (yang dapat 
atau yang jumlahnya dapat dijatuhkan) menjadi sepertiga lebih berat dari 
ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut yang 
memuat ancaman pidana yang terberat. 
Kedua, dalam kategori khusus pemberatan pidana yang diatur 
dalam aturan tentang tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) dalam 
rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Pola 
pemberatan khusus ini juga dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, 
yakni kelompok pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu 
pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum, 
yaitu diperberat sepertiga. Dalam hal ini, ancaman pidana diberatkan 
karena adanya pengulangan (recidive) delik. Ancaman pidana juga 
diberatkan karena adanya kualitas khusus pelaku (subjek delik), misalnya 
karena sebagai pegawai negeri. Selain itu juga pidana diberatkan karena 
adanya kualifikasi khusus dari objek delik, seperti penganiayaan yang 
dilakukan terhadap ibu, bapak, istri, atau anak pelaku, yang pidananya 
ditambah sepertiga dari maksimum khususnya. 
Kelompok kedua merupakan pemberatan dalam kategori khusus 
yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan 
peningkatan kualitas maupun kuantitas ancaman pidananya. Pemberatan 
terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana 
penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana. Disini pola 
pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah menggunakan skema, 
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bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama 
dengan maksimum umum untuk pidana penjara, maka pidana yang 
diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat (pidana mati). 
Dari gambaran di atas, terlihat suatu pola bahwa pemberatan 
karena adanya unsur tambahan, yang dapat berupa kelakuan 
(perencanaan) atau kejadian yang timbul dari kelakuan atau akibat (luka 
berat atau kematian) tertentu, dengan menambahkan ancaman pidana 
penjara menjadi 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun lebih berat apabila 
dibandingkan dengan rumusan delik yang memiliki sifat lebih umum. 
Pemberatan juga dapat dilakukan karena kekhususan waktu, cara, 
tempat, alat atau dalam keadaan tertentu, seperti dalam tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 
KUHP. Dalam hal ini pemberatan juga dilakukan dengan menambahkan 
jumlah pidana (dua tahun) lebih berat dalam maksimum khususnya dari 
ancaman pidana dalam tindak pidana pencurian, sebagaimana yang 
dimaksud di dalam pasal 362 KUHP. 
Menurut Jonkers (Andi Zainal Abidin Farid,2007:427) bahwa dasar 
umum strafverhogingsgronden atau dasar pemberatan atau penambahan 
pidana umum adalah:  
a. Kedudukan sebagai pegawai negeri  
b. Recidive (pengulangan delik) 
c. Samenloop (gabungan atau perbarengan dua atau lebih delik) atau 
concorcus. 
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Kemudian Jonkers menyatakan bahwa title ketiga kitab undang-
undang hukum pidana Indonesia hanya menyebut yang pertama, yaitu 
pasal 52 KUHP yang berbunyi: 
“Jikalau seorang pegawai negeri (ambtenaar) melanggar 
kewajibannya yang istimewa kedalam jabatannya karena 
melakukan kejahatan perbutan yang dapat di pidana, atau pada 
waktu melakukan perbuatan ynag dapat di pidana memakai 
kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang di peroleh karena 
jabatannya, maka pidananya boleh di tambah dengan 
sepertiganya.” 
 
Ketentuan tersebut jarang sekali di gunakan oleh penuntut umum 
dan pengadilan, seolah-olah tidak di kenal. Mungkin juga karena kesulitan 
untuk membuktikan unsur pegawai negeri menurut pasal 52 KUHP yaitu: 
a. Melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya; atau 
b. memakai kekuasaannya, kesempatan atau daya-daya upaya yang di 
peroleh karena  jabatannya. 
Misalnya seorang dosen memukul mahasiswanya tidak memenuhi 
syarat butir a, sekalipun ia pegawai negeri. Seorang polisi yang bertugas 
untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum yang mencuri tidak juga 
memenuhi syarat butir a, barulah oknum polisi itu melanggar 
kewajibannya yang istimewa karena jabatannya kalau ia memang di 
tugaskan khusus untuk menjaga uang bank negara, lalu ia sendiri ia 
mencuri uang bank itu. Juga butir b sering tidak di penuhi oleh seorang 
pegawai negeri yang bekerja dikantor sebagai juru yik tidak dapat di 
kenakan pasal 52 KUHP kalau ia menahan seorang tahanan di tahanan 
kepolisian. Sebaliknya seorang penyidik perkara pidana yang merampas 
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kemerdekaan seseorang memenuhi syarat butir b. seorang oknum 
kepolisian yang merampas nyawa orang lain dengan menggunakan 
senjata dinasnya memenuhi pula syarat itu. 
Kalau pengadilan hendak pidana maksimum, maka pidana tertinggi 
yang dapat di jatuhkan ialah maksimum pidana  delik itu di tambah 
dengan sepertiganya. 
Pasal 52 KUHP tidak dapat di berlakukan terhadap delik jabatan 
(ambtsdelicten) yang memang khusus diatur dalam pasal 143sampai 
dengan pasal 437 KUHP, yang sebagaimana dimasukkan kedalam 
Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
Pengertian pegawai negeri agak berbeda dengan definisi pegawai 
negeri menurut undang-undang tindak pidana korupsi. 
a. Unsur menerima gaji tidak di isyaratkan oleh hukum pidana  
b. pengertian pegawai negeri telah di perluas dengan pasal 92 KUHP 
yang mencakup juga sekalian orang yang dipilih menurut pilihan yang 
sudah di adakan menurut undang-undang umum. Demikian pula 
orang yang diangakat menjadi oknum dewan pembuat undang-
undang atau perwakilan daerah dan setempat, dan sekalian kepada 
bangsa Indonesia (misalnya ketua-ketua dan oknum pemangku adat 
yang bukan kepada desa atau kampung) dan kepala orang-orang 
timur asing yang melakukan kekuasaan sah. Terhadap delik-delik 
korupsi yang di atur dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1971 istilah 
pegawai negeri di perluas lagi sehingga mencakup juga jabatan yang 
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bukan pegawai negeri dari pemerintah (dalam arti luas) dan 
masyarakat misalnya pegawai perguruan tinggi swasta, pengurus 
organisasi olahraga, yayasan dan sebagainya. Terhadap pembuat 
delik korupsi pasal 52 KUHP pun tidak berlaku. 
Recidive atau pengulangan kejahatan tertentu terjadi bilamana 
orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik yang di antarai oleh 
putusan pengadilan negeri yang telaha memidanakan pembuat delik. 
Adanya putusan hakim yang mengantarai kedua delik itulah yang 
membedakan recidive dan concorcus  (samenloop, gabungan, 
perbarengan). Pengecualian ialah pengaturan tentang concorcus yang 
diatur dalam pasal 71 (1) KUHP, yang menentukan bahwa jikalau setelah 
hakim yang bersangkutan menjatuhkna pidana, lalu di sidang pengadilan 
itu ternyata terpidana sebelumnya pernah melakuakan kejahatan atau 
pelanggaran (yang belum pernah diadili), maka  hakim yang akan 
mengadili terdakwa yang bersangkutan harus memperhitungkan pidana 
yang lebih dahulu telah di jatuhkan dengan menggunakan ketentuan-
ketentuan tentang concorcus (pasal 63 sampai dengan pasal 70 bis 
KUHP). 
Seperti yang dikemukakan pada hakikatnya ketentuan tentang 
concorcus realis (gabungan delik-delik) tersebut pada pasal 65,66, dan 70 
KUHP bukan dasar yang menambah pidana sekalipun dalam pasal 65 (2) 
dan 66 (1) KUHP, satu perbuatan itu di tambah dengan sepertiganya, 
karena jumlah seluruh pidana untuk perbuatan-perbuatan itu tidak dapat di 
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jumlahkan tanpa batas. Mislanya A mula-mula mencuri (pasal 362 KUHP), 
lalu melakukan penipuan (pasal 362 KUHP), lalu melakukan penipuan 
(pasal 378 KUHP), kemudian melakukan penggelapan (pasal 372 KUHP), 
kemudian terakhir menadah (pasal 480 KUHP). A hanya dapat dipidana 
paling tinggi untuk keseluruhan kejahatan tesebut menurut sistem KUHP 
selama 5 Tahun penjara (yang tertinggi maksimum pidananya diantara 
keempat kejahatan tersebut) di tambah dengan sepertiga lima tahun, atau 
1 tahun 8 bulan, jadi lama pikdananya yaitu 6 tahun 8 bulan. 
2. Dasar Peringanan Pidana   
Menurut Jonkers (Andi Zainal Abidin Farid, 2007 :493), bahwa 
sebagai unsur peringanan atau pengurangan pidana yang bersifat umum 
adalah: 
a. Pencobaan untuk melakukan kejahatan (pasal 53 KUHP) 
b. Pembantuan (pasal 56 KUHP)  
c. Strafrechtelijke minderjatingheid, atau orang yang belum cukup umur 
(pasal 45 KUHP). 
Titel ketiga KUHP hanya menyebut butir c, karena yang disebut 
pada butir a dan butir b bukanlah dasar peringanan pidanan yang 
sebenarnya. Pendapat Jonkers tersebut sesuai dengan pendapat 
Hazewinkel Suringa (Andi Zainal Abidin Farid, 2004: 93) yang 
mengemukakan percobaan dan pembentukan adalah bukan suatu bentuk 
keadaan yang memberikan ciri keringanan kepada suatu delik tertentu, 
tetapi percobaan dan pembentukan merupakan bentuk keterwujudan yang 
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berdiri sendiri dan tersendiri dalam delik. Jonkers (1946:169) menyatakan 
bahwa ketentuan pasal 53 (2) dan (3) serta pasal 57 (2) dan (3) KUHP 
bukan dasar pengurangan pidana menurut keadaan-keadaan tertentu, 
tetapi adalah penentuan pidana umum pembuat percobaan dan pembantu 
yang merupakan pranata hukum yang diciptakan khusus oleh pembuat 
undang-undang. Kalau di Indonesia masih terdapat suatu dasar 
peringanan pidana umum seperti tersebut dalam pasal 45 KUHP, maka di 
Belanda pasal 39 oud WvS yang mengatur hal yang sama, telah di 
hapuskan pada tanggal 9 November 1961, staatsblad No. 402 dan 403 
dan di bentuk kinderststrafwet (undang-undang pokok tentang 
perlindungan anak) yang memerlukan karangan tersendiri. 
pasal 45 KUHP yang sudah ketinggalan zaman itu memberikan 
wewenang kepada hakim untuk memilih tindakan dan pemidanaan 
terhadap anak yang belum mencapai usia 16 tahun, yaitu mengembalikan 
anak itu kepada orang tuanya atau walinya tanpa dijatuhi pidana atau 
memerintahkan supaya anak-anak itu diserahkan kepada pemerintah 
tanpa di pidana dengan syrat-syarat tertentu ataupun hakim menjatuhkan 
pidana. Jika kemungkinan yang ketiga di pilih oleh hakim, maka 
pidananya harus dikurangi sepertiganya, misalnya seorang anak SMP 
menghilangkan nyawa anak SMA yang berusia 13 tahun. kalau hakim 
hendak menjatuhkan pidana tertinggi, maka pidana tertingginya adalah 15 
tahun di kurangi 5 tahun sama dengan 10 tahun penjara. Perlu juga di 
jelaskan bahwa pidana dijatuhkan oleh hakim tidaklah perlu tertinggi, 
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tetapi hakim dapat memilih pidana yang paling ringan yaitu 1 hari menurut 
pasal 12 (2) KUHP sampai pidana maksimum yang di tentukan di dalam 
pasal 338 KUHP yang dikurangi sepertiganya dengan kata lain pidana 
terendah adalah 1 hari dan yang tertinggi adalah 10 tahun penjara. Hanya 
hakim perlu memperhatikan bunyi pasal 27 Undang-Undang Pokok 
Kekuasaan Kehakiman yang  memerintahkan Hakim memperhatikan nilai-
nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta memperhatikan tujuan 
pemidanaan yang dianut di Indonesia yaitu membalas sambil mendidik. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Dalam penulisan ini, penulis melakukan penelitian untuk 
memperoleh data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi 
yang di perlukan.data yang di dapatkan harus mempunyai hubungan yang 
relevan dengan permasalahan yang di kaji, sehingga memiliki kualifikasi 
sebagai suatu sistem ilmiah yang proforsional. 
A. Lokasi Penelitan  
Untuk memperoleh data-data dan informasi yang di butuhkan, 
maka penulis memilih lokasi penelitian di kabupaten Wajo yaitu tepatnya 
di Pengadilan Negeri Sengkang. alasan Penulis mengambil tempat 
penelitian di Pengadilan Negeri Sengkang di sebabkan hubungan judul 
skripsi yang dianggap bersesuaian dengan tempat penelitian. 
B. Jenis dan Sumber Data  
Jenis dan sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini di 
golongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu: 
1. Data primer, merupakan data empirik yang di peroleh secara langsung 
di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan 
sumber informasi yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang 
menangani kasus tersebut. 
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan 
melalui literatur atau studi kepustakaan, peraturan perundang-
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undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, internet, buku-buku 
surat kabar, majalah, Koran dan bacaan-bacaan lainnya yang 
berhubungan erat dengan masalah yang akan di teliti. 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahsan 
tulisan ini, maka Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
1. Penelitian pustaka (library research) 
Pengumpulan data pustaka di peroleh dari berbagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur 
yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang 
diambil Penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting 
maupun dari peraturan perundangan yang berlaku. 
2. Penelitian lapangan. 
Penelitian lapangan ini di tempuh dengan cara, yaitu: 
 Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan 
langsung dengan objek penelitian 
 wawancara (interview) langsung kepada Hakim Pengadilan 
Negeri  Sengkang yang menangani kasus tersebut 
D. Analisis Data 
Data yang di peroleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalis 
secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-
keadaan yang nyata dari objek yang akan di bahas dengan pendekatan 
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yuridis formal dan mengacu pada doktrin hukum, analisis bersifat 
mendeskrifsikan data yang di peroleh dalam bentuk wawancara 
selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Dalam Putusan Nomor: 
132/Pid.B/2013/PN.SKG 
1. Posisi Kasus 
Pada awalnya terdakwa Irfan alias Ippan Bin Tajuddin di datangi 
oleh Lel. Andi alif (DPO) dan di ajak untuk melakukan perampokan di 
Bank Mandiri Cabang Sengkang, terdakwa kemudian mengatakan  “tidak 
bisaki masuk di situ ada pengamannya CCTV” dan di jawab oleh Lel. Andi 
alif „‟tidak usah takut karena saya kenalji securitinya atas nama terdakwa 
Muh. Fadrul alias Ruli‟‟ dan keesokan harinya terdakwa bertemu dengan 
Lel. Andi alif di samping warkop Tamang Tokampu dan pembicaraan 
seputar pelaksanaan perampokan tersebut. dalam pembicaraan tersebut 
juga dibahas mengenai posisi CCTV yang berada dalam ruangan 
Pimpinan Cabang Bank tersebut. kemudian terdakwa Lel. Irfan bertemu 
dengan Lel. Rulli di warung Kopi Tammang pada hari sabtu tanggal 23 
Maret 2013 sekitar pukul 15.30 Wita setelah sebelumnya di ajak bertemu 
oleh Lel.Irfan. saat itu terdakwa bertanya kepada Lel. Rulli bagaimana 
keadaanmu yang di jawab oleh Lel Rulli „‟ saya hanya di rumah saja 
karena libur hari ini” kemudian terdakwa bertanya kepada Lel. Rulli 
“minggu depan jaga waktu apa” dan di jawab oleh terdakwa “ saya akan 
piket siang” pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada Lel. Rulli 
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bahwa ingin meminjam uang akan tetapi Lel. Rulli menjawab bahwa 
dirinya tidak mempunyai uang. kemudian terdakwa mengutarakan 
rencananya untuk melakukan perampokan di Bank Mandiri Cab. 
Sengkang tempat Lel. Rulli bekerja sebagai security Bank tersebut 
dengan mengatakan “ Wedding ammai mubantuki pekkoga caranna tama 
kuro Bank Mandiri, nasabah engkato pasenna Andi Alif (DPO) makada 
padangmui Rulli pemeng nasabah puratonna tu mabicara (siapa tau kamu 
bisa bantu bagaimana caranya masuk di kantor Bank Mandiri dan ada 
juga pesan dari Andi Alif (DPO) yang mengatakan beritahu Rulli Bahwa 
Andi Alif juga sudah membicarakan haln ini pada kamu)” dan kemudian di 
jawab oleh Lel. Rulli “ matupi narita siruntu‟ muki matu kuro ( nanti kita 
lihat dan nanti pasti kita ketemu disana)‟‟lalu kemudian terdakwa dan 
Lel.Rulli meninggalkan tempat tersebut dan pulang kerumahnya. 
Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Maret 2013 sekitar pukul 01.30 
Wita dini hari terdakwa menelpon Lel.Rulli dengan menggunakan Nomor 
Hand Pone 08218797****. pada saat itu terdakwa bertanya kepada Lel. 
Rulli menjawab “saya lagi ada di rumah lagi tidur” selanjutnya Lel. Rulli 
bertanya balik ke terdakwa “kenapa?” dan terdakwa menjawab “yang saya 
bilang kemarin mau merampok di Bank Mandiri Sengkang“ kemudian 
terdakwa berkata “nanti ada temanku yang jemput”. Pada saat itu Lel. 
Rulli mengganti pakaiannya dengan memakai baju tersebut tertulis 
SECURITY dengan celana panjang warna biru gelap yang merupakan 
pakaian kerjanya. Lel Rulli kemudian menunggu jemputan dari teman 
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terdakwa di depan rumahnya di jalan sungai Kalola Sengkang Kec. 
Tempe Kabupaten Wajo. sekitar 10 menit kemudian Lel. Rulli di jemput 
oleh teman terdakwa yang saat itu Lel. Rulli tidak kenal dan tidak 
mengetahui namnya dengan menggunakan sepeda motor Yupiter warna 
merah putih hitam. 
Lel. Rulli kemudian menuju kearah Pajalele Kacamatan Tanasitolo 
Kabupaten Wajo tepatnya di dekat pos ronda masuk kedalam, Lel. Rulli 
tiba di tempat di dekat pos ronda masuk kedalam, Lel. Rulli tiba di tempat 
tersebut jam 02.00 Wita dan bertemu dengan terdakwa yang di sekitar 
terdakwa banyak orang yang begadang. Pada saat itu lel. Rulli bertanya 
kepada terdakwa “kenapa kak Irfan” lalu terdakwa menjawab bahwa “ada 
itu teman sudah di tunggu didepan rumah jabatan bupati„‟ kemudia Lel. 
Rulli bertanya lagi “siapa itu orang” terdakwa menjawab “kita kenal Anto 
temanmu dulu di jalan beringin” pada saat itu Lel. Rulli bertanya lagi “Anto 
yang mana?” terdakwa mengatakan “Anto yang pintar dakwah” pada saat 
itu Lel. Rulli menjawab “ya saya kenal” pada saat itu terdakwa kemudian 
memanggil orang yang berada di tempat itu untuk mengantar Lel.Rulli 
kedepan rumah jabatan Bupati dengan menggunakan sepeda motor 
Yupiter dimana yang mengantar Lel Rulli tidak kenal, setelah sampai 
didepan rumah jabatan Bupati Lel Rulli bertemu dengan laki-laki bernama 
Anto dan benar lelaki Anto tersebut merupakan temannya. Pada saat itu 
Lel.Rulli mengatakan pada Lel Anto apakah kenal dengan Lel. Irfan, lalu 
Lel. Anto mengatakan yah saya kena. kemudian Lel Anto mengajak Lel 
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Rulli pergi kekantor Bank Mandiri Cabang Sengkang setelah sebelumnya 
orang yang mengantar Lel.Rulli meninggalkan tempat tersebut. Lel Rulli 
dan Lel Anto kemudian pergi menuju ke Bank Mandiri dengan 
mengendarai sepeda motor Suzuki smash biru hitam nomor polisi tidak 
jelas yang mengemudi Lel. Anto, sesampai di Bank Mandiri motor di parkir 
di pekarangan Kantor Bank Mandiri Sengkang. Sementara itu terdakwa 
Irfan alias Ippan bin Tajuddin di jempput oleh Andi Alif (DPO) bersama 
dengan Ambo Dai (DPO) dan masih ada temannya terdakwa tidak di 
kenal siapa namanya dengan menggunakan mobil avanza warna hitam. 
Setelah berada di atas mobil terdakwa berteman kemudian beberapa kali 
lewat di depan Bank Mandiri untuk melihat situasi pukul 02.00 Wita 
menuju ke Bank Mandiri Cabang Sengkang karena keadaan sudah sepi 
kemudian mobil yang terdakwa berteman tumpangi langsung berhenti dan 
memarkirkan mobil disamping Bank Mandiri menghadap ke barat setelah 
sebelumnya lelaki Fadrul Maulana Alias Rulli dan lelaki Supriyanto alias 
anto sudah berada di depan Kantor Bank Mandiri menunggu tepatnya di 
ATM sedang berbicara dengan korban Lel syamsu Alam dan pada saat itu 
terdakwa berteman turun dari mobil langsung menuju ke pintu Bank 
Mandiri terdakwa Irfan Alias Ippan bin Tajuddin Lel. Andi alif (DPO) Lel. 
Ambo Dei (DPO) dan dua orang lagi yang belum di ketahui identitasnya 
lansung masuk kedalam Kantor Bank tersebut setelah sebelumnya 
mendororng korban Lel Syamsu Alam sehingga menyebabkan korban 
terjatuh kemudian terdakwa bersama Lel. Ambo Dai dan Lel Andi Alif  
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memegang tubuh korban yang saat itu sempat berontak dan berteriak 
serta mencekik leher korban menggunakan tangan dan kawat sehingga 
menyebabkan korban meninggal dunia. Setelah itu Lel Andi Alif (DPO) 
menyuruh terdakwa langsung masuk mengambil uang di kamar brangkas 
yang pintunya sudah terbuka kemudian terdakwa mengambil uang yang 
berada  di tempat tersebut dengan memasukkan kedalam tas setelah itu 
terdakwa langsung keluar dan uang di dalam tas itu di bawah oleh 
Lel.Andi Alif (DPO) berteman, dan terdakwa membawa CCTV yang 
terdakwa ambil dari atas lantai dua setelah itu terdakwa meninggalkan 
tempat kejadian dan terdakwa langsung pergi dengan menggunakan 
mobil avanza dan langsung diantar pulang. 
Korban yang bernama Syamsul Alam mengalami meninggal dunia, 
sesuai dengan Visum et Repertum dokter Pemerintah Dokter RSUD 
Lamaddukelleng Sengkang tanggal 02 April 2013 yang dibuat dan ditanda 
tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Sitti Rahma, Nip. 
19810113 201001 2005 dengan hasil pemeriksaan ditemukan: 
a) Masuk Rumah sakit dalam keadaan tidak bernafas 
b) Keluar darah dari telinga kiri 
c) Keluar lendir dari hidung 
d) Bibir kebiruan 
e) Keluar lendir dari mulut dan darah 
f) Bekas jeratan pada leher tiga lokasi. 
g) Depresi pada dada kiri di atas payudara 
54 
h) Memar pada dada 
i) Jejas pada lengan bawah tangan kanan (Depresi bekas jari-jari) 
j) Keluar Feces 
2. Dakwaan Penuntut Umum 
Berdasarkan kasus posisi sebagaimana yang telah diuraikan pada 
point 1 (satu) di atas, Penuntut Umum mengajukan dakwaan ke 
Pengadilan Negeri Sengkang. Adapun dakwaan yang diajukan oleh 
Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya No. Reg. Perkara: PDM-
48/Sengk/Ep.2/06/2013 tertanggal 03 Juni 2013 adalah dakwaan alternatif 
subsideritas. 
Adapun dakwaan pertama primair sesuai posisi kasus di atas 
adalah Terdakwa di dakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang di 
atur dan diancam dengan pidana dalam pasal 340 KUHP Jo. pasal 55 
ayat 1 ke-1, yang bunyinya sebagai berikut: 
“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu 
merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan 
rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 
atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” (Pasal 
340 KUHP). 
 
“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, 
yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan 
perbuatan” (Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP) 
 
Selain dakwaan Pertama Primair di atas, Penuntut Umum juga 
dalam dakwaannya mendakwa terdakwa dengan dakwaan pertama 
subsidair, yakni Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur 
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dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 
KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 
“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, 
diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 
lima belas tahun”. (Pasal 338 KUHP) 
 
“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, 
yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan 
perbuatan” (Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP) 
 
Sementara itu, dakwaan kedua dari penuntut umum berdasarkan 
posisi kasus di atas adalah Terdakwa melakukan perbuatan yang 
melanggar Pasal 365 ayat (4) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: 
“Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 
atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika 
perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan 
oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh 
salah satu hal yang diterangkan dalam nomor satu dan nomor tiga” 
(Pasal 365 KUHP). 
 
Bahwa pasal 365 ayat 4 tersebut merupakan pemberatan pidana dari 
pasal 365 ayat 1 yakni diancam dengan pidana penjara paling lama 
sembilan tahun pencuri yang didahului, disertai atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud 
untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal 
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau 
peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Jadi 
dakwaan kedua dari Penuntut umum adalah Terdakwa dikenakan 
pemberatan karena akibat yang dilahirkan dari tindak pidana pencurian 
yang dilakukannya adalah melahirkan kematian, dilakukan pada waktu 
56 
malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada 
rumahnya (pasal 365 ayat 2 ke-1 KUHP). 
Jadi dakwaan kedua yang didakwakan kepada terdakwa adalah 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan 
kematian. Dalam dakwaan ini ada beberapa hal yang menyebabkan 
pelaku tindak pidana pencurian mengalami pemberatan pidana, yakni: 
a) Tindak pidana pencurian tersebut didahului dengan kekerasan dengan 
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. 
b) Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut mengakibatkan 
luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih. 
c) Tindak pidana pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam dalam 
sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. 
3. Tuntutan Pidana 
Setelah Hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan 
saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum kemudian mengajukan 
tuntutan pidana kepada Majelis Hakim dengan No. REG. PERK.PDM-
48/Sengk/Ep.06/2013 tertanggal 07 Oktober 2013 yang pada pokoknya 
menuntut agar majelis hakim memutus sebagai berikut: 
a) Menyatakan terdakwa Irfan Alias Ippan Bin Tajuddin secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
yang menyebabkan mati sebagaimana di atur dalam pasal 365 ayat 
(4) KUHP dalam dakwaan kedua; 
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b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irfan Alias Ippan Bin Tajuddin 
berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun di kurangi selama 
terdakwa di tahan dengan perintah terdakwa berada dalam tahanan 
sementara; 
c) Menyatakan barang bukti berupa; 
 1 (satu) lembar sajadah warna merah; 
 1(satu) lembar jaket parasut warnah hitam merah; 
 1 (satu) lembar jaket parasut warnah hitam pada lengan jaket 
terdapat adventure; 
 1( satu) lembar baju kaos security warna biru malam ; 
 1( satu) lembar celana dalam warna abu-abu; 
 sepotong kawat yang dibungkus karet warna abu-abu; 
 1(satu) buah dos air minum 2c yang berisikan uang tunai 
sebanayak Rp.27.160.000,-(dua puluh tuju juta seratus enam 
belas rupiah) lembar; 
 1 (satu) buah bantar warna biru batik yang didalamnya terdapat 
uang tunai sebanyak Rp. 25.680.000,-( dua puluh lima juta eam 
ratus delapan puluh ribu rupiah), 
 1 satu) buah tas warna merah bata berisikan uang tunai sebanyak 
Rp.117.000.000,-( seratus tujuh belas rupiah); 
 1( satu) lembar kantong plastic warnah putih yang berisikan uang 
tunai sebanyak Rp.61.205.000,-( enam puluh satu juta dua ratus 
lima ribu rupiah); 
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 1 (satu) unit sepeda motor Honda DD 4854 QO atas nama Irfan  
 Tajuddin; 
 1 (satu) buah black bot warna hitam; 
 1 (satu) buah layar monitor CCTV merk Lenevo 14 inch lengkap 
dengan kabel datanya. 
Dikembalikan kepada yang berhak. 
d) menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.2000,-(dua ribu rupiah). 
4. Amar atau Putusan Hakim 
a) Menyatakan Terdakwa Irfan alias Ippan Bin Tajuddin terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian 
dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan 
mati”. 
b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irfan alias Ippan Bin Tajuddin 
oleh karena itu dengan pidana penjara paling selama 8(delapan) 
Tahun; 
c) menetapkan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa 
dikurungkan seluruhnya daru pidana yang di jatuhkan ; 
d) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
e) menetapkan barang bukti berupa: 
 1 (satu) lembar sajadah warna merah; 
 1(satu) lembar jaket parasut warnah hitam merah; 
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 1 (satu) lembar jaket parasut warnah hitam pada lengan jaket  
terdapat adventure; 
 1( satu) lembar baju kaos security warna biru malam ; 
 1( satu) lembar celana dalam warna abu-abu; 
 sepotong kawat yang dibungkus karet warna abu-abu; 
 1 (satu) unit sepeda motor Honda DD 4854 QO atas nama Irfan 
Tajuddin; 
 1 (satu) buah black bot warna hitam; 
 1 (satu) buah layar monitor CCTV merk Lenevo 14 inch lengkap 
dengan kabel datanya. 
Dipergunakan sebagai barnag bukti dalam perkara lain atas 
nama terdakwa Muh. Fadrul Maulana alias Rulli Bin Adiyaksa; 
f) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2.000. (dua ribu rupiah); 
5. Analisis Penulis  
Dari semua uraian di atas, baik uraian posisi kasus, dakwaan 
Penuntut Umum, tuntutan Penuntut Umum, penulis akan menganalisisnya 
berdasarkan hukum materiil tentang tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagai berikut: 
Dalam posisi kasus tersebut di atas, Terdakwa Irfan alias Ippan Bin 
Tajuddin pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
yang mengakibatkan kematian, Terdakwa merupakan salah satu pelaku 
yang secara bersama-sama dengan pelaku yang lain melakukan tindak 
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pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian. 
Selain sebagai pelaku, Terdakwa juga memiliki peran penting dalam 
terlaksananya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
mengakibatkan kematian. Adapun peran Terdakwa dalam posisi kasus 
adalah selain menghubungi Fadrul Maulana/Lel.Ruli yang berprofesi 
sebagai security di tempat tindak pidana terjadi untuk melakukan tindak 
pidana tersebut, Terdakwa juga sebagai pelaku yang bersama-sama 
dengan Andi Alif serta Ambo Dai mencekik leher korban Syamsu Alam 
dengan menggunakan tangan dan kawat sehingga korban kemudian 
meninggal dunia. Peranan lain yang juga dilakukan oleh Terdakwa adalah 
menerobos masuk di dalam kamar brankas untuk mengambil uang serta 
mengambil CCTV untuk menghilangkan alat bukti. 
Dalam posisi kasus tersebut di atas jika dilihat dari unsur-unsur 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan 
kematian, maka semua unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan yang mengkibatkan luka berat atau kematian sebagaimana 
yang tercantum dalam pasal 365 ayat (4) KUHP terpenuhi. Untuk lebih 
jelasnya penulis uraikan di bawah ini: 
1) Unsur objektif: 
 unsur perbuatan melawan hukum/perbuatan mengambil. 
 Unsur berpindahnya kekuasaan terhadap benda/barang secara 
mutlak dan nyata sebagai syarat telah selesainya perbuatan. 
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 Unsur benda, yakni benda bergerak berupa uang tunai, baik 
sebagian maupun seluruhnya merupakan milik orang lain. 
 Unsur didahului kekerasan dan mengakibatkan kematian dengan 
maksud mempersiap atau mempermudah pencurian. 
 Unsur dilakukan pada malam hari disebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya. 
 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. 
2) Unsur subjektif, yakni unsur yang melekat pada diri si pelaku: 
 Unsur maksud untuk memiliki, yaitu unsur yang erat hubungannya 
dengan kesalahan baik dolus maupun culpa. 
 Unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum disini adalah 
semenjak awal sebelum terjadinya tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan tersebut, pelaku sudah mengetahui bahwa 
perbuatan tersebut melawan hukum. 
 Unsur kemampuan yang dapat dipertanggung jawabkan. 
Namun, semua unsur-unsur yang tertera dalam pasal 365 ayat (4) 
KUHP tidak serta merta dapat dinyatakan terpenuhi berdasarkan dakwaan 
Penuntut Umum kepada Terdakwa. Sebab, dakwaan tersebut harus 
dibuktikan terlebih dahulu, apa benar Terdakwa melakukan tindak pidana 
sebagaimana yang didakwakan kepadanya (salah satunya adalah 
didakwa dengan pasal 365 ayat (4) KUHP). Menyimak isi putusan No. 
132/Pid.B/2013/PN. Skg, Terdakwa Irfan alias Ippan bin Tajuddin terbukti 
memenuhi semua unsur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP, yakni 
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melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
mengakibatkan kematian. Dengan demikian, secara yuridis tuntutan 
pidana yang harus diajukan sebagaimana yang tertera di dalam pasal 365 
ayat (4) KUHP, yakni berupa pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. 
Meskipun secara yuridis ancaman pidana yang tertuang di dalam 
pasal 365 ayat (4) KUHP adalah pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, penulis 
menilai sangat beralasan ketika jaksa penuntut umum mengajukan 
tuntutan pidana bukan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 
pidana paling lama dua puluh tahun. Dengan kata lain, penulis 
beranggapan bahwa tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum 
sebagaimana yang tertera di dalam surat tuntutannya NO.REG. PERK. 
PDM-48/Sengk/Ep.06/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang meminta agar 
Majelis Hakim memutus “menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irfan 
Alias Ippan Bin Tajuddin berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 
dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa berada 
dalam tahanan sementara”, cukup beralasan. Sebab, setelah dakwaan 
penuntut umum dilakukan pemeriksaan dalam persidangan tidak 
ditemukan alat bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa Terdakwa juga 
turut serta membunuh korban Syamsu Alam.  
Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat penulis ketika penuntut 
umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 
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(delapan) tahun dan hakim mengabulkan tuntutan tersebut sebagaimana 
yang terurai dalam amar putusan, sesungguhnya tindakan hakim dalam 
mengabulkan tuntutan tersebut juga cukup berasalan. Adapun 
beralasannya putusan majelis hakim tersebut menurut hemat penulis 
karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang 
didakwakan padanya, yakni dakwaan kedua pasal 365 ayat (4) KUHP 
yang ancaman pidananya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu maksimal dua puluh 
tahun. Dengan demikian, jelas dalam pasal 365 ayat (4) tersebut tidak 
jelas batas minimal pidana penjara yang mungkin dijatuhkan kepada 
Terdakwa. Berhubung satu sisi terdakwa terbukti melakukan tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian, sementara 
di sisi lain Terdakwa tidak terbukti dan meyakinkan melakukan kekerasan 
secara langsung terhadap korban Syamsu Alam, sehingga atas dasar itu 
sudah cukup adil kiranya Majelis Hakim memutuskan perkara a quo 
sesuai dengan tuntutan penuntut umum, yakni di bawah dari ancaman 
maksimal pidana penjara yang tertera di dalam pasal 365 ayat (4) KUHP. 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Pidana Pencurian dengan Kekerasan 
1. Petimbangan Hukum Hakim 
Adapun pertimbangan hukum hakim dalam perkara a quo adalah 
sebagai berikut: 
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Menimbang bahwa dalam perkara a quo terdakwa pada pokoknya 
mengakui telah melakukan tindak pidana sebagaimana di uraikan dalam 
dakwaan bersama dengan saksi Muh Fadrul Maulana Alias Rulli Bin 
Adiyaksa dan saksi Suprianto alias Anto Bin Muh Amir, namun dalam 
persidangan saksi-saksi tersebut (Muh Fadrul Maulana Alias Rulli Bin 
Adiyaksa dan saksi Suprianto alias Anto Bin Muh Amir) menyangkal 
bahwa dirinya terlibat dalam tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa 
Irfan alias Ippan Bin Tajuddin tersebut. 
Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dengan 
memperhatikan pula ketentuan pasal 189 ayat (4) KUHAP: “keterangan 
terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah 
melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, melainkan harus 
disertai dengan alat bukt yang lain”; 
Menimbang bahwa sebgaimana dalam pemeriksaan saksi-saksi 
lainnya tidak ada yang melihat, mendengar ataun yang mengalami sendiri 
perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana perbuatan yang 
didakwakan sehingga tidak di peroleh fakta hukum yang mutlak namun 
demikian KUHAP sendiri memberikan ruang bagi hakim untuk menilai 
terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) 
alat bukti yang sah yang dapat mengarahkan terbukti atau tidaknya suatu 
tindaka pidana yang dilakukan terdakwa. 
Menimbang bahwa perkara a quo,selain keterangan terdakwa pada 
pokoknya mengakui perbuatannya (bersama-sama saksi Muh. Fadrul 
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Maulana alias Rulli dan saksi Suprianto alias Anto serta beberapa orang 
lagi yang belum terungkap, di antaranya bernama Andi Alif dan Andi 
Ambo Dai), terdapat beberapa orang saksi yang meskipun tidak secara 
utuh/secara langsung melihat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 
dan teman-temannya tersebut yaitu: saksi Rahmat Bin Muh Jufri yang 
pada pokoknya pada malam kejadian bersama dengan saksi irwan alias 
Iwan ketika berada di ATM Bank Mandiri Sengkang sekitar jam 03.00 
Wita, melihat saksi Muh. Fadrul Maulana alias Rulli berada di lokasi 
kejadian memakai kaos bertuliskan security serta melihat pula seseorang 
yang berada dalam ATM dengan cirri-ciri yang identik dengan saksi 
Suprianto, begitu pula saksi Irwan menerangkan pada malam kejadian 
menemui saksi Rahmat Bin Muh Jufri di ATM Bank Mandiri Sengkang, 
melihat beberpa orang yang salah satunya memakai baju kaos bertuliskan 
security tapi saksi lupa wajahnya karena sudah lama kejadiannya; 
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan 
saksi Rahmat dan saksi Iwan tersebut, serta dengan berdasarkan pasal 
188 ayat (1) KUHAP: “ petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, 
yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, 
maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi 
suatu tindak pidana dan siapa pelakunya” selanjutnya dalam ayat 2 : 
petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh 
dari: keteranagan saksi, surat, keterangan tersakwa maka majelis 
menyimpulkan adanya fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian alat 
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bukti berupa keterangan saksi Rahmat Bin Muh. Jufri dan saksi Irwan 
serta keterangan terdakwa, bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana 
yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya (termasuk di 
dalamnya saksi Muh Fadrul Maulana alias Rulli dan saksi Suprianto alias 
Anto) 
Menimbang bahwa selain itu pula, berdasrkan keterangan saksi 
Muh. Fadrul Maulana alias Rulli Bin Adiyaksa dalam persidangan yang 
pada pokoknya saat peristiwa di Bank Mandiri berada di rumah serta 
dalam BAP polisi waktu diperiksa sebagai tersangka dirinya mengaku 
sebagai pelaku karena waktu itu saksi hanya mengiyakan apa yang 
diarahkan oleh polisi karena ditekan dan dipukul serta pada waktu 
diperiksa di penyidik menyebut nama Anto/saksi Suprianto terlibat, secara 
spontan karena saksi sudah tidak tahan dipukul polisi saat saksi ditahan 
diperiksa di polres tidaklah beralasan oleh karena mengingat pula 
keterangan saksi Muh. Fadrul Maulana alias Rulli serta keterangan saksi 
ade Trisna Putri Bin Basri Burhan (Pimpinan Bank Mandiri Sengkang) 
saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa: security 
ketika jaga malam tidak diperbolehkan membuka pintu kepada siapapun 
kalau tidak dikenal orangnya (ada orang dalam). dengan demikian majelis 
berkeyakinan ada keterlibatan orang dalam peristiwa tersebut yaitu saksi 
Muh. Fadrul alias Rulli sebagai security pada Bank tersebut serta 
meyakinkan majelis dan menjadi alat bukti petunjuk bahwa saksi Muh 
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Fadrul Maulana alias Rulli tersebut tidak jujur dalam memberikan 
keterangan dipersidangan demikian pula saksi suprianto alias Anto; 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dalam 
perkara ini alat bukti telah mencukupi yaitu dari alat pbukti keteranagn 
terdakwa yang mengakui dirinya melakukan tindak pidana di Bank Mandiri 
sengkang bersama dengan teman-temannya (diantaranya saksi M Fadrul 
Maulana alias Rulli dan saksi Suprianto alias Anto yang masing-masing 
sebagai terdakwa) serta keterangan 2 saksi, yaitu saksi Rahman Bin Muh 
Jufri yang melihat keberadaan saksi M Fadrul Maulana alias Rulli dan 
saksi Suprianto alias Anto serta saksi Irwan alias Iwan juga melihat 
beberapa orang di halaman kantor Bank Mandiri saat kejadian (ketika itu 
bersama dengan saksi Rahmat Bin M jufri, salah satunya memakai 
seragam satpam/kaos bertuliskan security, sehingga dari persesuaiannya 
menjadi alat bukti petunjuk mengenai ketidak jujuran saksi-saksi yang juga 
berkapasitas sebagai terdakwa dalam berkas tidak lagi beralasan dan 
harus majelis kesampingkan. 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, cukup 
beralasan keterangan terdakwa dalam persidangan dapat majelis 
pergunakan untuk membuktikan dakwaan yang didakwakan kepada 
terdakwa. 
Menimbang bahwa dalam dakwaan penuntut umum, terdakwa 
didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara alternatif subsideritas: 
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kesatu primer pasal 340 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, subsidair pasal 
338 jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP atau kedua pasal 365 ayat 4KUHP. 
Menimbang bahwa dengan memperhatikan susunan dakwaan 
tersebut diatas majelis akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan 
yang sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan yaitu dakwaan 
alternatif ke dua pasal 365 ayat (4) KUHP:” 
Menimbang bahwa uraian pembuktian dari unsur-unsur dimaksud 
adalah: Mengenai unsur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan 
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam 
hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau 
peserta lainnnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curinya: 
Menimbang: 
 Bahwa dua minggu sebelumnya Andi Alif datang kerumah terdakwa 
menagih hutang terdakwa tetapi terdakwa belum punya uang, lalu 
terdakwa diberi waktu satu minggu untuk mencari uang agar 
membayar utangnya, satu minggu kemudian Andi alif datang bersama 
ambo Dai menagih lagi dan mengancam terdakwa akan menghabisi 
anak istri terdakwa jika terdakwa tidak bayar, tapi karena terdakwa 
tidak punya uang lalu Andi Alif mengajak terdakwa mengambil uang di 
Bank Mandiri, setelah terdakwa Irfan menyetujui andi alif mengatakan 
ini semua sudah diatur oleh Rulli. 
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 Bahwa selanjutnya pada hari sabtu taggal 23 Maret 2013 Andi alif 
datang kembali di rumah terdakwa, kemudian menyuruh terdakwa 
bertemu dengan Rulli di warkop sebelu salat isya. 
 Bahwa kemudian terdakwa pergi kewarkop yang dimaksud Andi Alif 
datang dan mengatakan kepada terdakwa kalau nanti malam sudah 
mau mencuri di Bank Mandiri, agar terdakwa siap-siap nanti dijemput 
dan mengatakan pula kepada terdakwa kalau Rulli nanti dibonceng 
oleh Suprianto alias Anto. 
 Bahwa selanjutnya andi alif menjemput terdakwa sekitar pukul 24.00 
Wita menggunakan mobil Avanza. 
 Bahwa yang berada diatas mobil ada terdakwa, Andi Alif, Ambo Dai 
dan masih ada 4 orang temannya yang terdakwa tidak kenal. 
 Bahwa saat di atas mobil ada pembagian tugas dan terdakwa 
ditugaskan untuk mengambil CCTV dilantai 2. 
 Bahwa pada waktu itu langsung ke Bank Mandiri sekitar pukul 24 .00 
Wita tapi keadaan disekitar Bank mandiri masih ramai, akhirnya 
kembali keliling kota lagi untuk menunggu keadaan disekitar bank 
mandiri sepi. 
 Bahwa setelah keliling di kota lalu kembali ke Bank Mandiri, sudah 
sepi dan sudah ada dua orang yang naik motor yaitu Anto dengan 
Rulli menggunakan motor. 
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 Bahwa sewaktu mobil berhenti di depan Bank Mandiri, Rulli di depan 
pintu masuk Bank mandiri meminta dibukakan pintu dan anto berdiri di 
dekat motornya. 
 Bahwa selanjutnya terdakwa Andi Alif dan Ambo Dai turun dari mobil 
 Bahwa yang pertama masuk Rulli, lalu disusul oleh Ambo Dai, 
terdakwa dan Andi Alif 
 Bahwa di dalam kantor/Bank ada seorang security yang jaga yaitu 
korban Syamsu Alam, ia hanya kaget selanjutnya Ambo Dai, Andi Alif 
dan terdakwa mendorong korban. 
 Bahwa selanjutnya terdakwa langsung naik kelantai 2 mencari 
receiver CCTV . 
 Bahwa yang berada dilantai 1 Andi Alif, Ambo Dai dan Rulli 
 Bahwa setelah terdakwa menemukan receiver CCTV di kamar 
pimpinan Bank Mandiri selanjutnya terdakwa turun dan melihat 
security terkapar terlungkup di lantai. 
 Bahwa setelah melihat security terkapar, kemudian terdakwa masuk di 
suatu ruangan mengambil uang dari brankas yang sudah terbuka 
untuk dimasukkan di dalam tas, kemudian terdakwa keluar setelah 
mendapat sinyal/kode dari Rulli sebagai tanda situasi aman dan pintu 
ditutup kembali oleh Rulli. 
 Bahwa kemudian terdakwa meninggalkan kantor Bank mandiri, 
sedangkan Rulli pulang berboncengan naik motor dengan anto. 
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 Bahwa uang tersebut terdakwa bawa ke rumah lalu terdakwa 
sembunyikan di belakang rumah bersama kantongan plastik. 
 Bahwa uang tersebut tidak langsung dibagi-bagi disuruh Andi Alif 
untuk menyimpannya setelah aman baru dibagi-bagi. 
Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi. 
Mengenai unsur jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati 
dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai 
oleh salah satu hal yang di terangklan dalam no 1 (jika perbuatan 
dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau 
trem yang sedang berjalan) dan 3 (jika ke tempat melakukan kejahatan 
dengan merusak atau memanjat atau denagn memakai anak kunci palsu, 
atau pakaian jabatan palsu); 
Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut 
dilakukan bersama dengan saksi M. Fadrul Maulana alias Rulli, saksi 
Suprianto alias Anto, Ambo Dai, Andi alif dan beberapa orang yang tidak 
dikenal, pada malam hari sekitar jam 03.00 wita, di dalam kantor Bank 
Mandiri Sengkang serta dilakukan dengan cara merusak ruangan kluis, 
CCTV serta brankas tempat penyimpanan uang mengakibatkan security 
yang berjaga ditempat tersebut yaitu syamsu alam meninggal/mati, 
dengan demikian unsur ini pula terpenuhi. 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
diatas, telah terbukti perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur 
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dari dakwaan alternatif  kedua penuntut umum tersebut dan di tambah 
keyakinan majelis, maka majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah 
terbukti secarah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana 
sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dalam dakwaan alternatif 
kedua yaitu melanggar pasal 365 ayat 4 KUHP; 
Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah 
terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu di pertimbangkan lebih 
lanjut. 
Menimbang bahwa dari kenyataan yang di peroleh selama 
persidangan perkara ini majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang 
dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik 
sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka berarti terdakwa 
adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya 
tersebut, karenya dapat dipersalahkan serta patut dijatuhi pidana setimpal 
dengan perbuatannya;‟ 
Menimbang bahwa dalam tuntutannya, penuntut umum menuntut 
majelis hakim agar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan 
pidana selama 8 Tahun. 
Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, majelis hakim 
sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu memperhatikan peranan 
terdakwa dalam perkara ini: yaitu terdakwa mempunyai motif yang paling 
kuat diantara terdakwa lain dalam berkas terpisah dalam perbuatannya, 
yaitu hasil/uang yang diperoleh tersebut akan digunakan untuk membayar 
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hutangnya serta ide perbuatannya tersebut muncul berawal dari 
persetujuan dengan pelaku utama lainnya yaitu andi alif dan Ambo Dai, 
serta hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan berkaitan 
dengan diri terdakwa dalam perkara ini; 
Hal-hal yang memberatkan: 
 Perbuatan terdakwa meresahkan masayarakat; 
 Perbuatan terdakwa merugikan Bank Mandiri Sengkang  
 Terdakwa telah menikmati sebagian hasil kejahatannya; 
Hal-hal yang meringankan: 
 Bahwa selama persidangan terdakwa bersikap sopan  
 Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang 
sehingga memudahkan dan melancarkan jalannya persidangan; 
 Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan 
keluarga. 
Menimbang setelah memperlihatkan tututan penuntut umum dan 
juga mempertimbangkan kadar dari hal-hal yang meringankan maupun 
memberatkan yang ada dalam diri terdakwa, majelis hakim berpendapat 
bahwa pidana yang di jatuhakan dalam perkara ini sebagaimana akan di 
sebutkan dalam amar putusan telah memperhatikan secara menyeluruh 
berbagai aspek terkait baik legal justice maupun social Justice; 
Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa 
menjalani penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa 
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penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi pidana saat 
ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka 
dengan didasari pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP perlu di tetapkan agar 
terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
Menimbang bahwa terhadap barang bukti, majelis hanya akan 
mempertimbangkan barang bukti yang dilimpahkan oleh penuntut umum 
dalam perkara ini yaitu: 
 1 (satu) lembar sajadah warna merah; 
 1(satu) lembar jaket parasut warna hitam merah; 
 1 (satu) lembar jaket parasut warna hitam pada lengan jaket  
 terdapat adventure; 
 1( satu) lembar baju kaos security warna biru malam ; 
 1( satu) lembar celana dalam warna abu-abu; 
 sepotong kawat yang dibungkus karet warna abu-abu; 
 1 (satu) unit sepeda motor Honda DD 4854 QO atas nama Irfan 
Tajuddin; 
 1 (satu) buah black bot warna hitam; 
 1 (satu) buah layar monitor CCTV merk Lenovo 14 inch lengkap 
dengan kabel datanya. 
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan 
perkara atas nama terdakwa Muh. Fadrul Maulana alias Rulli Bin Adiyaksa 
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maka untuk kepentingan pembuktian oleh penuntut umum perlu di 
tetapkan bahwa barang bukti tersebut di pergunakan sebagi barang bukti 
dalam perkara lain tersebut; 
Menimbang bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah 
maka kepadanya di bebankan untuk membayar ongkos perkara yang 
besarnya akan di sebutkan dalam amar putusan ini, 
Mengingat pasal 365 ayat 4 KUHP, Undang-undang No 8 tahun 
1981, serta peraturan-peraturan hukum lainnya. 
2. Amar Putusan 
Adapun amar putusan dalam perkara No. 132/Pid.B/2013/PN.Skg 
adalah: 
    MENGADILI 
a) Menyatakan Terdakwa Irfan alias Ippan Bin Tajuddin terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian 
dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan mengakibatkan 
mati”. 
b) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Irfan alias Ippan Bin Tajuddin 
oleh karena itu dengan pidana penjara paling selama 8(delapan) 
Tahun; 
c) menetapkan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa 
dikurungkan seluruhnya daru pidana yang di jatuhkan ; 
d) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
e) menetapkan barang bukti berupa: 
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 1 (satu) lembar sajadah warna merah; 
  1(satu) lembar jaket parasut warnah hitam merah; 
 1 (satu) lembar jaket parasut warnah hitam pada lengan jaket 
terdapat adventure; 
 1( satu) lembar baju kaos security warna biru malam ; 
 1( satu) lembar celana dalam warna abu-abu; 
 sepotong kawat yang dibungkus karet warna abu-abu; 
 1 (satu) unit sepeda motor Honda DD 4854 QO atas nama Irfan 
Tajuddin; 
 1 (satu) buah black bot warna hitam; 
 1 (satu) buah layar monitor CCTV merk Lenevo 14 inch lengkap 
dengan kabel datanya. 
Dipergunakan sebagai barnag bukti dalam perkara lain atas 
nama terdakwa Muh. Fadrul Maulana alias Rulli Bin Adiyaksa; 
f) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp.2.000. (dua ribu rupiah); 
3. Analisis Hukum 
Pertimbangan hukum merupakan sebuah tindakan yang harus 
dilakukan oleh hakim saat mengadili sebuah perkara. Mengenai 
pertimbangan hakim ini di dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 
tentang kekuasaan kehakiman menjelaskan bahwa pertimbangan hakim 
adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan 
putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau 
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memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan 
atau pendapat terrulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan 
menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. 
Menyimak uraian tentang pertimbangan hakim yang termuat di 
dalam Undang-Undang kekuasaan kehakiman tersebut di atas, sangatlah 
jelas bahwa tidak akan dapat seorang hakim melahirkan sebuah putusan 
hukum, jika tidak terdapat pertimbangan hakim. Dengan kata lain, 
pertimbangan hakim merupakan bagian dari putusan itu sendiri. 
Berbicara mengenai pertimbangan hakim, dalam teori keilmuan 
hukum dikenal dua hal pokok yang harus menjadi pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan dalam sebuah perkara yang diperiksa, yaitu 
pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis 
adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada faktor-faktor yang 
terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah di 
tetapkan sebagai hal yang harus  dimuat di dalam putusan. Pertimbangan 
yuridis ini diantaranya adalah pertimbangan dakwaan penuntut umum, 
tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan 
pasal-pasal dalam undang-undang (dalam konteks ini adalah pasal-pasal 
tentang pencurian). 
Berbeda dengan pertimbangan yuridis di atas, pertimbangan non 
yuridis adalah pertimbangan yang bersifat sosiologis, psikologis, 
kriminologis dan filosofis, aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar 
belakang sosial mengapa seorang terdakwa melakukan suatu tindak 
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pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis pada 
saat terdakwa melakukan tindak pidana, sedangkan aspek kriminologis di 
perlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang terdakwa melakukan 
tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku terdakwa melakukan 
tindak pidana, dengan demikian hakim di harapkan dapat memberikan 
putusan yang adil sesuai dengan kebutuhan hukum. 
Menyimak dua dasar pertimbangan hakim di atas, maka penulis 
berkesimpulan ketika menyimak pertimbangan Majelis hakim yang tertera 
di dalam putusan No. 132/Pid.B/2013/PN.Skg masih terdapat kekurangan. 
Dalam artian bahwa hakim ketika menjatuhkan putusan terhadap 
Terdakwa Irfan Alias Ippan Bin Tajuddin hanya berdiri pada pertimbangan 
yuridis, yakni sebatas melihat fakta-fakta yang ada dan dihubungan 
dengan dasar hukum yang ada, yakni pasal 365 ayat (4) KUHP. Dengan 
kata lain, hakim hanya terpaku pada fakta bahwa Terdakwa benar 
melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
mengakibatkan kematian dan karenanya telah memenuhi unsur yang 
tertera dalam pasal 365 ayat (4) KUHP. Mengenai pertimbangan yuridis 
ini, menurut hemat Penulis pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat 
dalam melihat fakta-fakta yang ada dan dihubungkan dengan dasar 
hukum yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga semua unsur yang 
tertera di dalam pasal 365 ayat (4) KUHP terpenuhi. 
Sementara itu, pertimbangan non yuridis seperti pertimbangan 
psikologis, yaitu pertimbangan kondisi psikologis Terdakwa saat 
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melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
mengakibatkan kematian tidak dipertimbangkan oleh hakim. Padahal 
kondisi psikologis Terdakwa ini terungkap di dalam persidangan 
sebagaimana yang tertera dalam keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa 
melakukan tindak pidana pencurian sebagai solusi untuk membayar 
utangnya tersebut atas ajakan dan itimidasi dari Andi Alif, yakni akan 
menghabisi anak isteri terdakwa (Putusan No. 132/Pid.B/2013/PN.Skg, 
halaman 17). 
Menyimak urain tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa 
secara psikologis, tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada 
dasarnya Terdakwa di bawah tekanan Andi Alif, sehingga hal ini 
seharusnya juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a 
quo. Apalagi mengingat dalam perkara a quo, alat bukti yang digunakan 
oleh Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan penuntut umum adalah 
keterangan Terdakwa, saksi-saksi yang tidak melihat, mendengar dan 
merasakan langsung persitiwa pidana tersebut sehingga melahirkan alat 
bukti petunjuk. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan di dalam Bab 
pembahasan, maka pada Bab ini, penulis akan menyimpulkan masalah 
“tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan 
kematian (analisis putusan No. 132/Pid.B/2013/PN.Skg) adalah sebagai 
berikut: 
1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam 
putusan pidana No. 132/Pid.B/2013/PN.Skg dengan Terdakwa Irfan 
alias Ippank Bin Tajuddin pada dasarnya sudah tepat menurut hukum. 
Dalam putusan tersebut Terdakwa didakwa oleh penuntut umum 
dengan dakwaan subsidair alternatif, salah satunya adalah pasal 365 
ayat (4) KUHP. Dalam pemeriksaan dipersidangan, semua unsur 
pidana yang tertera di dalam pasal 365 ayat (4) KUHP tersebut 
terpenuhi. Adapun alat bukti yang dijadikan dasar bagi hakim 
membenarkan bahwa terdakwa benar telah melakukan tindak pidana 
sebagaimana yang didakwakan kepadanya adalah keterangan 
terdakwa yang mengakui perbuatannya serta keterangan saksi-saksi 
yang tidak melihat, mendengar dan merasakan langsung terjadinya 
81 
tindak pidana yang kemudian oleh Majelis Hakim keterangan saksi 
tersebut dijadikan bukti petunjuk serta ditambah dengan keyakinan 
hakim. Sehingga tepat dan beralasan jika pelaku hanya dituntut 
dengan tuntutan 8 (delapan) tahun penjara dan tepat pula hakim 
mengabulkannya sesuai dengan tuntutan penuntut umum. 
2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan pidana No. 
132/Pid.B/2013/PN.Mks pada dasarnya sudah tepat dalam 
pertimbangan yuridisnya. Namun pertimbangan yuridis tersebut tidak 
dilengkapi oleh pertimbangan non yuridis seperti pertimbangan 
psikologis, yakni pertimbangan tentang kondisi psikis dari pelaku saat 
melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang 
mengakibatkan kematian. Sebab, tindak pidana yang dilakukannya 
merupakan sebuah tindakan ketakutan yang didasari oleh adanya 
ancaman dari Andi Alif, sehingga ketika Andi Alif mengajak Terdakwa 
untuk mencuri di Bank Mandiri, maka tindakannya tersebut merupakan 
sebuah tindakan yang didasari oleh ketakutan. 
 
B. Saran 
Adapun yang menjadi saran penulis dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Disarankan kepada institusi yang berwenang, khususnya Kejaksaan 
(khususnya Penuntut Umum) maupun Pengadilan (khususnya hakim) 
agar dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa dan oleh hakim 
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dalam mempertimbangkan dan menjatuhkan pidana senantiasa 
memperhatikan aspek non yuridis, seperti aspek sosial. psikologis, 
kriminologi dan filosofis. 
2. Disarankan kepada seluruh lapisan masyarakat agar memahami 
hukum pidana materiil agar masyarakat memiliki kesadaran hukum 
dan takut untuk melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian.. 
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